
BUPATI PULAU MOROTAI, 
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Da]am Negeri 

Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang milik daerah, guna tertib adroinistrasi 
pelaksanaan barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pulau Morotai, dipandang perlu mengatur tentang 
tata cara penerimaan Hibah Barang Milik Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairoana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata 
Cara Penerimaan Hibah Barang Milik Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tarobahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenbikan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu 2011 Nomor 82, Tambahan Lemharan Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe•>>erintebtl 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tab,m 
Nomor 244, Tambahan Lemheran Negara Repuhllk 
Nomor 5587), sehageirnene teJab diubnh beberapf 
denpn Undang-Undang Nomor OQ 
PClubaban bdua ataa U•tda,....~ . ~ 

. 
• 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menirobang : 

PERATURAN BUPA'TI PULAU MOROTAI 
NOMOR t(,. TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA CARA PENERIMAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH 
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DaJam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan: 
Daerah adaleb kepela daerah •bead 

daerah yen1 mernhnpin ........ 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN 
HIBAH BARANG MILIK DAERAH. 

• . Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

l'eMaiu•ebm tten,bllllllt 
2014 No1•1or 292, Tam~ 
Indonesia Nornor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tab11n 2010 
Akuntansi Pemerintahan (LembaraD Negara 
Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbaban Lembaran Nep,a 
Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tenliml 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tarnbaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintaban 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 24); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 
2017 Nomor 2); 
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Pasal 2 
(1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertirobangan untuk 

kepentingan: 
a. sosial; 
b. budaya; 

keaprnaan; 
ke11eanuswsn; yang bersifat non komeraiaJ; 

pemerintahaD pueat/pe 

Paragraf Kesatu 
Prinsip Umum 

BAB II 
TATA CARA 

Da.erab. 
9. Pejabat Penatausabaan Ba.rang ada)ab kepaJa OPD yang 

pengeloJaan banmg roiJik daerah selaku pejabat pengelola ke11anpn 
10. Pengguna Bara.ng yang selanjutnya disebut pengguna berang adaJab .... ..., 

pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah. 
11. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditm:Vuk 

oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dale··• 
penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

12. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adaJah Pejabat yang melaksaoaJcan 
fungsi tata usaha barang miJik daerah pada Pengguna Barang. 

13. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerirna, 
menyim.pan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada 
Pejabat Penatausahaan Barang. 

14. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi 
tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang mi]ik 
daerah pada Pengguna Barang. 

15. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu 
dalam menyiapkan administrasi maupun teknis penatausahaan barang miJik 
daerah pada Pengelola Barang. 

16. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu 
dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang miJik 
daerah pada Pengguna Barang. 

17. Pengurus Barang Pembantu adaJah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, 
mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang miJik 
daerah pada Kuasa Pengguna Barang. 

18. Pemindahtanganan adaJah pengalihan kepemilikan barang miJik daerah. 
19. Hibah adaJah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah, antar pemerintab daerah, atau dari pemerintah daerah 
kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 

4daJab peJabat..,.... 
bbUa)raa den pedoman eetta meJakrakan 
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Hibah dapat berupa: 
a. tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati; 
b. tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan 
c. selain tanah d.an./ atau bangunan. 
Tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang se 
dimaksud pada ayat (1) huruf b antara Jain tanah dan/atau 
dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihihabkan 
tercaot«Jm daJam Dokumeo Pelaksanaan .Anggaran (DPA). 
Baran& miJik daerah selain ~ dan/ atau beng11nan ee 
fa.de ayat (1) huruf c meliputi: 
.. ~ rni1ik daereb aeJsin 

mituk 

Pasal 5 
Pihak yang dapat menerima hibah ada1ah: 
a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga 

kemanusiaan,atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial 
berdasarkan akta pendirian,anggaran dasar / rumah tangga, a tau 
pemyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang 
bersangkutan ada1ah sebagai lembaga dimaksud; 

b. pemerintah pusat; 
c. pemerintah daerah lainnya; 
d. pemerintah desa; 
e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana a1aro dengan kriteria 

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan 
perundang- undangan; a tau 

f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. 
Pemberian hibah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d dilakukan dalam hal: 
a. barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa dapat dibibahkan 

kepemilikannya kepada desa; dan 
b. barang milik desa yang telah diarobil dari desa, oleh pemerintab daerah 

kabupat~n/kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah 
digunakan untuk fasilitas umum. 

Pasal 6 

Pasal 4 
Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan 
yang ditetapkan dalam naskah hibah. 
Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola 
Barang. 

Pasal3 
Barang rniJik daerah dapat dilnl>abkan apabw1a me1,aenubi 
a. bukan merupakan barang rahasia negara; 
b. bukan merupakan barang yang menguasai bajat hidup orang 
c. tidak digunakan Jagi dalam penyelenggaraan ttipa 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Segala biaya yang tirobul dalam proses pelaksanaan hibeb 
sepenuhnya oleh pibak penerima hibah. 

(3) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(1) 
(2) 

(2) 

{l) 
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Pasal 9 
(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Bupati. 
(2) Dalaro hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu 

mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD. 
(3) Apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat 

pada (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati 
menetapkan keputusan pelaksanaan hibah, yang sekurang- kurangnya 
memuat: 
a. penerima hibah; 
b. objek hibah; 
c. nilai perolehan dan nila i buku terhadap barang yang dapat diJaJmkan 

penyusutan, untuk ta.nab dan/ at.au bangunan; 
d. niJai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat 

penyusutsn, untuk selain ta.nab dan/ at.au bangunen; dan 
e. pa untukan hibah. 

PassJ 8 
(1) Pelakaenaen b:lbsb bsraog mfflJc daerah pada 

dvta.serkan pada fnisiatif Bupati aebegaunena dirnakaud da1aDl 
dia.wali dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk rneleJnlkao 

(2) Penelitlan aebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: 
a. penelitlan data administratif; dan 
b. penelitlan fisik. 

(3) penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
diJakukan untuk meneliti: 
a status dan bukti kepemilikan, gam bar situasi termasuk lokasi tanah, 111&8, 

kode barang, kode register,nama barang, oiJai perolehan, dan peruntiikan, 
untuk data barang milik daerah berupa tanah; 

b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, narna 
barang, ni)ai perolehan, nilai buku, dan status kepemiJikan untuk data 
barang milik daerah berupa bangunan; . . 

c. tahun perolehan, spesi:fikasi/ identitas teknis, bukti k barang, n1Ja1 
perolehan, nilai buku, dan jum)ab untuk data barang milik daerah berupa 
selain tanah dan/ a tau bangunan; dan 

d. data calon penerima hibah. 
(4) Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah sebagairoana 

dimaksud pada ayat (3) huruf d, Tim dapat melakukan klarifikasi kepada 
instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data calon 
penerima hibah. 

(5) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan 
cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dibibahkan dengan 
data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) 
dituangkan dalam berita acara penelitian. 

(7) Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Bupati untuk 
menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah. 

(8) Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) Hibah dapat dilaksanakan, Bupati melalui Pengelola Barang meminta 
surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada calon penerima hibah. 
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Pasal 12 

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), 
Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian. 
Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada 
pelaksanaan hibah yang didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 berlaku mutatis mutandis 
terhadap tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah teriroa pada 
pelaksanaan hibah yang didasarkan pada permohonan pibak pemohon 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. 
Apabila pe1mohonan hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola 
memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan hiba, 
dengan a1asannya. 
a. data calon penerima hibah; dan 
b. alasan untuk menghibabkan. 
Berdasarkao Berita Aca.ra Serah Teriroa (BAST) ae 
vat (3), Pec1gelola Bersng rnenpjlJkan usulan 

te1ab dl,ibahkan. 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

Pasal 11 

( 1) Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada pengelola barang yang 
didasarkan pada permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, diawali dengan penyaropaian 
permohonan oleh pihak pemohon kepada Bupati. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 
a. data pemohon; 
b. alasan permohonan; 
c. peruntukan hibah; 
d. jenis/spesiflkasi/nama barang miJik daerah yang dimohonkan untuk 

dihibahkan; 
e. jumlah/luas/volume barang milik daerah yang di mohonkan untuk 

dihibahkan; 
f. lokasi/ data teknis; dan 
g. surat pernyataan kesediaan menerima hibah. 

..... .., •. 
a. tdenti1aa para pJhak; 
b. jetris dan nilei harang yang dflaJnikan hibah; 
c. tuj11an dan peruntukan hibah; 
d. hak dan kewajihan para pihak; 
e. klausul beraJibnya tanggung jawab dan kewajiban 

pihak penerima hibah; dan 
f. penyelesaian perselisihan, 

(3) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pen•kllL 
Barang melakukan serah terima barang milik daerah kepada penerirna bfbnb 
yang dituangkan dalam Serita Acara Serah Terima (BAST). 

(4) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana diroaksud pada 
ayat (3), Pengelola Barang mengaiukan usulan penghapusan barang mj)i)c 

daerah yang telah dihibahkan. 
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Tata cara penelitian barang miJik daerah yang akan dihibahkan yang berada pad.a 
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku mutatis mutandte 
terhadap tata cara penelitian atas permohonan yang diajukan oleh Peng111na 
kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud daJarn Pull; 

Pasal 14 

(1) hibah bnta111 mfftk daerah _. 
pembeuteikau Tim Internal pada SKPD oleb 
meJaJnikau penelitian. 

(2) Penelitieu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meJiputi: 
a. penelitian data adrninistratif; dan 
b. penelitien fisik. 

(3) Penelitian data administratif sebagaimana dirneksud pada ayat (2) hun1f • 
dilekukan untuk meneliti: 
a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, Jua•, 

kode barang, kode register, nama barang, oiJai perolehan, dan perunt11kau, 
untuk data barang miJik daerah berupa tanah; 

b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, uarna 
barang, nilai perolehan, niJai buku, dan status kepemiJikan untuk data 
barang roilik daerah berupa bangunan; 

c. tahun perolehan, spesi.fikasi/ identitas teknis, bukti kepemilikan, kode 
barang, kode register, nama barang, ni1ai perolehan, niJai buku, dan jumlah 
untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/ atau bangunan; 
dan 

d. data calon penerima Hibah. 
(4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diJakukan dengan 

cara mencocokkan fisik barang miJik daerah yang akan dihibahkan dengan 
data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan 
da)am berita acara penelitian dan selanjutnya disaropaikan Tim kepada 
Pengguna Barang. 

(6) Berdasarkan berita acara basil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5), Pengguna Barang mengajukan permohonan hibah kepada Pengelola Barang 
yang memuat: 
a. data dan dokumen atas tanah dan/ atau bangunan; 
b. peruntukan hibah; 
c. tahun perolehan; 
d. status dan bukti kepemilikan; 
e. nilai perolehan; 
f. jenis/spesifi.kasi barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihibahkan; 

dan 
h. lokasi. 

(7) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai 
dengan surat pernyataan kesediaan menerima hibah. 
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Pelaksanaan hibah barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan dan 
selain tanah dan/ atau bangunan yang dari awal pengadaanya direncanakan untuk 
dihibabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf a 
mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan. 

Pasal 16 

_.. p11naohonen Hfbsb dlset1Qui aleb BUpatl 
a,at (I) atau cUaetltjui DPRD aebeptmene 
menetapkan peJekseuean hibah, yang aekur&DI- Jr:urangay& ........ • 
a. penerirna hibeh· , 
b. objek hihah; 
c. ni)ei perolehan dan ni)ei buku terhadap baran& yang dapa.t dflelcukao 

penyusutan, untuk tanah dan/ atau bangunan; 
d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapa.t diJskukaD 

penyusutan, untuk selain tanah dan/ atau bangunan; dan 
e. peruntukan hibah. 

(4) Apabila permohonan Hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola BaraDI 
menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang yang mengajukan 
permohonan disertai dengan alasannya. 

(5) Berdasarkan penetapan pelaksanaan Hibah sebagaimana diroaksud pada ayat 
(3), Pengelola Barang dan pihak penerima hibah menandatangani naskah 
hibah. 

(6) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sekurang- 
kurangnya: 
a. identitas para pihak; 
b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah; 
c. tujuan dan peruntukan hibah; 
d. hak dan kewajiban para pihak; 
e. klausul beralihnya tanggungjawab dan kewajiban kepada pihak penerima 

hibah; dan 
f. penyelesaian perselisihan. 

(7) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola 
Barang melakukan serah terima barang milik daerah kepada penerima hibah 
yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). 

(8) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik 
daerah yang telah dihibahkan. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 

MUHAMM M KHARIE 

Diundangkan di Morotai Selatan 
pada tanggal 2 6 NOV 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PULAU MOROTAI ' 

LAOS 

DitetapkaD di Morotai SelattSt 
pada tanggaJ 2 S NOY !II 
BUR Tl PUIAU MOROTAI, 

Bupatt int nnzJai berla.ku pad« 
Apr aetiap orang mengetah11ioya, rnernei i111:ebkan 
.. d lD1 engan penempe.taouya daJarn Berita Daerah Kabupateo Pulau 
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Mengingat 

BUPATI PULAU MOROTAI, 
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan 

Bu ti
. N Tah tentang Tata Cara Penerimaan pa omor . . .. . . . un . . .. . .. . . 

Hibah Barang Milik Daerah, Pelaksanaan hibah baran~ -~~ 
daerah pada Pengelola Barang yang didasarkan pada m1siatif 
Bupati, diawali dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk 
melakukan penelitian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiaman dimaksud 
huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang 
Pembentukan Tim Peneliti Data Administrasi dan Fisik Barang 
Milik Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

s. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tcntang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tcntang 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 
Indonesia Nomor 5601); 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbeba:n 
Indonesia Nomor 5165); 

Menimbang 

BUPA11 PULAU MOROTAI 
PROVINS! MALUKU UTARA 

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI 
NOMOR / /KPfS/PM/20 . 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN TIM PENELITI DATA AOMINISTRASI DAN 
FISIK BARANG MILIK OAERAH 
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• . KEDUA 

Membentuk Tim Peneliti Data Administrasi dan Fisik Barang 
Milik Daerah, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum 
dalam lampiran keputusan ini. 
Tim Peneliti Data Administratif dan Fisik Barang Milik Daerah 
sebagaimana dima.ksud Diktum KESATU mempunyai tugas: 
a. meneliti status dan bukti kepemilikan, garnbar situasi 

termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, 
nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data 
barang milik daerah berupa tanah; 

b. meneliti tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode 
kode register, narna barang, nilai pcroleban, Dilei bulnl, 
status kepemilikan untuk data banma NtR• 
berupa bangunan; 

c. meneliti tahun perolehan, 
bukti kepemjlikan, kode --- 
baran1, nfle# perolehan, Diil 
~ mflili: ~ 

• • 

Menetapkan: 
KESA TU 

MEMUTUSKAN: 

=t! 
Daerab (Lembaran N,f9a•a 
Nomor 73, Tambeban Lembaran 
Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Rep,a 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lemba;an 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 t.emall8 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebsgatrnene telab 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedcnoen 
Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai Nomor 18); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 
24); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai Tahun 2017 Nomor 2); 

17. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor ..... Tahun 20 .... 
tentang Tata Cara Penerimaan Hibah Barang Milik Daerah 
(Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 20 ... Nomor ... ); 
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3. Ost . 
2. . . 

Tembusan: 
1. . . 

BENNY LAOS 

Ditetapkan di Morotai Selatan 
pada tanggal 

BUPATI PULAU MOROTAI, 

KELI MA 

TTD 

KEEMPAT 

f. rnenwmpen heeU penellllln 
clan di1srnpeikau ai,-da BQpdlllltla 
mDik daerah Dleltjadi objek blbsh; dim 

g. melaporka.n hast] Penelitfen Data • 
Barang Milik Daerah kepada Bupati P11la,1 Mal'Ota. 

D~am melaksanakan tugasnya tim sebepimer t 
Diktum Kedua berdasarkan pada ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 
SegaJa biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputu1sn int 
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran meeing­ 
masing Organisasi Perangkat Daerah. 
Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

• • KETIOA 
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BE 

BUPA I PULAU MOROTAI, 

Pembantu Pengelola Barang Kabupaeten Pulau Morotai 
: 1. Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah. 
2. Kasubbid Pengawasan, penghapusan Dan Mutasi Aset 

Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah. 
3. Kasubbid Penatausahaan dan Pemanfaatan Asset pada 

Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 
4. Staf bidang aset pada Sadan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah. 

IV. Anggota 

II· W akil Ketua : 

LAOS 

Morotai 

Asisten II Bidang Administrasi Umum 
Kepala Sadan Pengeiolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku III. Sekretaris 

• 
• I. Ketua 

SUSUNAN TIM PENELITI DATA ADMINISTRASI 
DAN FISIK BARANO MILIK OAERAH 
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No 
Jabatan NA ma Tanda Tangan 

Dalam Tim 

1 Ketua 

2 Wakil Ketua 

3 Sekretaris 

4 Anggota 

Tim Peneliti data administrasi dan fisik 

NOMOR: ...... / ....... /8AtpMJfl$ •• 

Pada bari ...•........ , TangpJ I I ( ) -~ 
~ dibawah iniTim 00Pe~~liti0 0da~··;;;;;;;;1;.;;;;i··J.:T. 
Pcmenntah Kabupaten Pulau Morotai yang dibentuk denpn Kep 
Pulau Mo tai -·IIHAII "? nomor ...... tahun ... telah melak11kan pengecekaD/1111--- 
B~g m,Jik Daerah Kabupaten Pulau Morotai (sebegaimana teiJemplr) 
direnc~akan untuk dihibahkan kepada dan dihapus dari daftar mvente•·W 
sebagaimana tersebut pada Serita Acara ini, 
Adapun basil pengecekan/penelitian data administrasi dan fisik atas (a9et yanl 
akan dihibahkan) tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Data spesifikasi barang terlampir 
2. Dokumen pendulrung kelengkapan hibah: 

a. Surat permohonan 
b. DPA ( jika telah disiapkan anggaran pengganti bangunan baru) 
c. KIB 
d. IMB / Keterangan 
e. Foto Fisik 
f. Surat Pernyataan bersedia menerima hibah 

Sehubungan dengan basil penelitian tersebut diatas, maka Tim peneliti 
mengusulkan sebagai berikut: 
1. . (daftar aset yang diusulkan untuk dihibah) 
2. . (daftar aset yang diusulkan untuk ditangguhkan dulu) 
3. . (daftar aset yang diusulkan untuk dihapus) 

Demikian berita acara ini dibuat dan disampaikan kepada Bupati Pulau Morotai 
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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Luas 
ltallllh/bangunan 

Nilai Perolehan Alamat No Sertifikat NoIMB konstruksi 
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BUPATI PULAU MOROTAI, 
a. b~wa dalam rangka menunjang kelan~ Pemerintah ~ 

dibidang , rnaka perlu memberikan h1bah bar&D8 milik Ql5&:_.. 

berupa kepada ; ---·" b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud h1U"": a 
di~tas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang ~ ··•~nan 
Hibah Barang Milik Daerah Kepada Badan/Lembaga/OrgaDlS&- Non 
Komersil; 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4937); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stander 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

s. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Peogelo)aan 
Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik 1ndonaM 
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RePQ 
Indonesia Nomor 5533); 

9, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Republik Indonesia Tahun 2017 No,11or 73, 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

. . Mengingat 

Menirobang : 

NOM~SAN BUPA11 PUIAU R: / / /Kl'fS/PM/'JO •••• 

TENTANO 

PEMBERIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA SADAN/ 
LEMBAGA/ORGANISASI NON KOMERSIL 
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3. Ost ········· 

Tembusan: 
1. . . 
2. . . 

Ditetapkan di Morotai Selatan 
pa.cia. tan~a. ~<> . 
BUPATI PULAU MOROTAI, 

TIO. 

. . KEDUA 

Menetapkan 
KESA TU Memberikan Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Non Komersil 

dengan Daftar Jumlah dan spesiflkasi hibah Barang Milik Daerah 
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. 
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini 
dibebankan pada Anggaaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai Tahun anggaran . 
Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan akan 
diadakan perbail{an sebagaimana mestinya. 

. . KETIGA 

MEMUTUSKAN: 

BENNY LAOS 

2011 teataJ)& 
13 Tahun 2006 1e1,ttuc ~ 
Daerah; 

13. Peraturan Menteri DeJam Negerl Nt4•« 
Pedoman Pengelolaan Barang MtUk Daerah 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

14· Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor OS 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuanpn oaerah (l,eJII 
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 03, TambahaO 
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 18); 

15· Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8 TahUD !191• 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran oaen1J 
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014 Nomor 8, TambebaD Lccnbnxan 
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 24); 

16· Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 TahUD 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kahupa.ten 
Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai TahUD 
2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebegairnan~ 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morota1 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Oaerah 
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai Tahun 2017 Nomor 2); 

17. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor ..... Tahun 20 .... ten tang Tata 
Cara Penerimaan Hibah Barang Milik Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 20 ... Nomor ... ); 
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No IMB No 
Sertifikat nan 

DAFTAR JUMLAH DAN SPESIFIKASI HIBAH BARANG MILIK DAERAH 

LAMPIRAN: 
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN PULAU 
NOMOR B/ / /K.PfS/PM/20 . 
TENT ANG 
PEMBERIAN HIBAH BARANG MIUI{ DAERAH KEPi 
BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI NON KOMERSIL 

Nilai Buku Nilai 
Perolehan 

Alamat Konstruksi 
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Dasar Hukurn pelaksanaan perja~jian hibah ini adalah : 
I. Peraturan Menteri oalam Negen Nomor 19_ Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 

aarang Milik oaerah (Berita Negara Republik tndonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

2. 
Peraturan oaerah Kabupaten PulauahMo( rotrub Nomo0r 03 Tahun 2012 tentang Pokok­ 
Pokok pengeloJaan Keuangan Daer Lem aran aerah Kabupaten Pulau Morotai 
Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai No.i.ar 

3. 
~~t~turan oaerah Kabupaten Pulau0Moroahtai N~or 8 TahuPun ~-~14 tentang Peorlolalla 
earang Milik Daerah (Lembaran aer upaten u&11 Morota1 Talma 
Nomor 

8, 
TaJilbahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nmnor 241; 

Pasal 1 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing masing dalam kedudukannya tersebut 
menjelaskan dan menerangkan dalam perjanjian ini hal-hal sebagai berikut: 
a. bahwa PIHAK PERTAMA da)am rangka menunjang kelancaran kegiatan 

pemerintah / pemerintah daerah Jainnya I perusahaan daerah I masyarakat I 
organisasi keroasyarakatan, maka perlu memberikan hibah kepada . 
berupa. . yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Pulau Morotai; dan 

b. bahwa PIHAK KEDUA sanggup menggunakan hibah tersebut sesuai 
dengan peruntukannya. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini PIHAK PERTAMA dan 

PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah dengan 
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: 

............................ 
Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas sebagai pemberi hibah, 
dan oleh karena itu sah mewa.kili Pemerintah Kabupaten P11Jau Morotai, 
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor Tahun 20 
ten tang.·····.· ... (* apabila Bupati menunjuk pejabat lain untuk menandatangani 
NHPD) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 

2. Nama · . . . 
Jabatan : Alamat : · 
Dalam hal ini bertindak sebagai penerima hibah, dan oleh karena itu sah 
mewald)i , yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. 

Pada hari · · dua rib im . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . tanggal butan . . .. . .. . .. . .. . . . . . tahun 
u · · · · · · · · · · · bertempat di Morotai &~~·, · ·k~~i yang bertandatang&D di 

bawah ini: 
1. Nama · . . . J b . 

a atan: Bupati Pulau Morotai (atau Pejabat yang ditunjuk) AJamat : 

Nomor: 

I I Nomor: 

TENTANO 
PEMBERIAN HIBAH •••••••••••••••••••••••• 
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Penyerahan barang hibah ~ari PIHAK. ~SATU kepada PIHAK KEDUA 
diJakukan setelah ditandanganmya NP~ rm. . 
Penyerahan barang hibah sebagarmana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan daJam bentuk Berita Acara Penyerahan Hibab. 

(1) 

(2) 

Pasal 5 

(1) PIHAK KEDUA berhak menerima hibah. 
(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk : 

a. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan barang 
hibah yang diterima; 

b. PIHAK KEDUA sebagai objek pemeriksaan menyimpan bukti serah terima 
barang hibah. 

c. Pengamanan, pemeliharaan, pengawasan dan pemeliharaan atas barang 
hibah menjadi tangggung jawab penuh PIHAK KEDUA terhitung sejak NPHD 
di tanda tangani. 

Pasal 4 

Pasal 3 

(1) PIHAK PERTAMA berhak melakukan monitoring atas penggunaan barang 
hi bah. 

(2) Mengevaluasi penggunaan hibah. 
(3) PIHAK KESATU berkewajiban segera menyerahkan barang dan bukti 

kepemilikan yang ada atas barang yang akan dihibahkan kepada PIHAK 
KEDUA. 

• . 

• . 

untuk 

Pasa12 
(1) Tuj1ian Pemberian lu'bah 
(2) Pemberian hibah untuk . 

kegiatan akan dipergt1nakan ••••••••••••••• 
(3) rincian barang hi~·~daJah sebagai berikut . 

a. Nama barang . · 
b. No register : 
c. Tahun perolehan : 
d. Luas tanah/bangunan : 
e. Konstruksi : 
f. N omor IMB : . 
g. Nomor sesrtifikat 
h. Alamat 
• 
1. Nilai perolehan 
• J. Nilai buku 

,. 
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LAOS 

BUPATI PULAU MOROTAI, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... 

PIHAK KESATU 
Yang menyerahkan, 

PIHAKKEDUA 
Yang menerima, 

Demikian beriata acara serah terima barang ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk masing­ 
masing pihak 

Untuk selanjutnya barang milik daerah terse but menjadi milik dan tanggung jawab PIHAK 
KEDUA agar dapat dipelihara dan dimanfaatkan untuk kepentingan sebagaiman telah 
tercantum pada NPHD yang ditanda tangani antara PIHAK KESATU dan PIBAK KEDUA. 

. . 

• . 

aJamat : 
Da]am hal ini Bertindak ata . · KEDUA. s nama. · · · · · · · ·· ... untuk selanJutnya d11ebut eebspi 

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK. KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dad 
P~HAK KESATU _b~ang milik daerah berupa dalam keadaan baik dengan statue 
hibah, dengan rincian barang hibah sebagai berikut: 
a. Nama barang : 
b. No register 
c. Tahun perolehan 
d. Luas tanah/bangunan: 
e. Konstruksi 
f. NomorIMB 
g. Nomor sesrtifikat 
h. Alamat 
i. Nilai perolehan 
J. Nilai buku 

aJemat : 
Dalal'!' ha1 ~ bertindak atas nerna Pemeiintah 
selanJutnya disebut sebagai PIHAK KESATU 
Nama : · 
Jabat.an : 

• • 

• • ... ,.,. 
Jabatan 

• 
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